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TENTANG

PE■lIBERIAN IZIN OPERAS10NAL RA/MADRASAIISWASTA DALAⅣ I

LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEⅣ IEN AGAMA KOTA PAMPA皿

KEPALA КmNぼOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PAttPAM

Menimbang

Mengingat

Memeperhatikan

Menetapkan
Kesatu

: a. Bahrva Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah Swasta

(MTsS), yang dikelola oleh beberapa yayasan, telah memenuhi

syarat operasional yang berlaku.

: b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada butir (a),

maka clipandang perlu memberi izin operasional penyeienggalaan

p..,endidilian kepada Madrasah swasta sebagairnan daftar terlampir.

: a. L-ndrng nnilang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

\ asi,-rtlal,

b. Keputusan \Ienteri .{grna No. 45 Tahun 1981 Tentang Struktural

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agan:a.

c. PeraturanPemerintah
1. Nomor 38 tahun 1992 tentang Pendidikan dasar.

2. Nomor 39 Tahun 1992 tentar-rg Peran Serta Masyarakat dalam

Sistem Pendidikan Nasional. ヽ ~｀崚

d. (eptrtusan Menteri Agama Nomor 7 42 Tahun 1987 tentang Status

N{adrasah Srvasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dalam

L in glir-rn gan D irehtorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam'

e. Keputusan N{enteri Agama RI Nomor 367 Tairun 1993 tentang

\ Iadrasah Tsanau'iyah Sr,vasta (MTsS)
f. Keplitlrs:rn Direlitorat Jenderal Kelembagaan Agatna Islam No.

E/250.A 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidrian

Madrasah Tsauau'i1'air Swasta Jenjang Pendididkan dasar dau

N4enengah.

Penyelenggaraan Pendidikan yang dilaksanakan oleh beberapa

lembaga/yayasan r,ang sudah lama beroperasi, diperlukan adanya

dasar hukum.

IVIEMUTUSKAN

Memberikan lzinOperasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada ;

Madrasah Ibtidaiyah Swasta(MIS) dan Madrasah Tsanawiyah Swasta
(MTsS) yang dikelola oleh Lembaga / Yayasan Swasta untuk
meneyelenggarakan Pendidikan sesuai aturan yang ada.



Kedua

Ketiga

I(eempat

Melaporkan pelaksanaan kegiatan Pendidikan kepada Kantor Dep.

Agama Kota ParePare.

Apabila di kernudian hari ternyata terjadi pelanggaran atas ketentu:ru

dan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, maka lzin
Operasional peneyelenggaraan ini dapat ditinjau kembali.

Apabila dihemudian hari terdapat kekeliruan didalam Surat

Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Parepare
: 29 Desember 2004

Ternbusan :

l. I(epala Kar.rtor Wilayah Dep. Agama Prov. Sulau'esi Selatan:

2. Walikota Parepare;
3. Dinas Pendidikan I(ota Parepare;
,4. Camat Se l(ota Parepare;
5. Lurah Se l(ota Parepare;

6. PengLrrus Lernbaga/Yayasan Penyelenggara Pendidikan.
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